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Abstrak: 

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih 

sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan dan pertumbuhan yang 

optimal. Namun, eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual 

merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di 

Kota Lamongan, Jawa Timur. Eksploitasi ekonomi diartikan sebagai 

pemanfaatan anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara 

paksa demi mendapatkan keuntungan finansial. Sementara itu, eksploitasi 

seksual mencakup semua bentuk penyalahgunaan seksual, termasuk 

menjadikan anak sebagai pekerja seksual atau korban trafficking. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum 

dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi 

secara ekonomi dan seksual, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut di Kota Lamongan. 

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Yuridis Empiris , yang 

menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan (data sekunder) 

dengan penelitian lapangan (data primer) di Polres Lamongan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berupaya 

menangani kasus-kasus eksploitasi anak dan memberikan sanksi kepada 

pelaku. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama 

terkait keterbatasan sarana dan prasarana penegak hukum, kurangnya 

koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran serta pelaporan dari 

masyarakat. Untuk memaksimalkan perlindungan, diperlukan penguatan 

sistem pelaporan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan 

regulasi.. 

Kata kunci:  Eksploitasi, Anak, Penegak Hukum 

 

Pendahuluan 

 Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak ini tertuang dalam Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) dan diperkuat oleh 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

 Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelanggaran terhadap hak anak 

masih sering terjadi, salah satunya melalui eksploitasi. Eksploitasi anak, baik dalam 

bentuk ekonomi (seperti menjadi pengemis, pengamen, atau pedagang asongan) 

maupun seksual, merampas hak dasar anak dan menyebabkan trauma mendalam. 

Eksploitasi secara ekonomi dan seksual merupakan masalah sosial serius yang sering 

dipicu oleh faktor kemiskinan dan ketidakberdayaan, bahkan tak jarang dilakukan 

oleh orang tua sendiri. 

 Sebagai salah satu kota di Jawa Timur, Lamongan juga menghadapi potensi 

dan kasus eksploitasi anak. Oleh karena itu, peran aktif aparat penegak hukum 

(APH) sangat krusial dalam pencegahan, penyelidikan, dan penindakan pelaku, serta 

pemulihan korban. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Kota Lamongan untuk 

memberikan gambaran spesifik mengenai tantangan dalam perlindungan anak di 

tingkat lokal. 

  

Metode 

            Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum yuridis empiris , yang 

menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan ini relevan karena melihat 

implementasi norma hukum mengenai perlindungan anak dalam kenyataan yang terjadi 

di masyarakat. Lokasi penelitian adalah Kota Lamongan, dengan fokus pada Aparat 

Penegak Hukum, khususnya Polres Lamongan. 

1. Sumber Hukum yang digunakan meliputi: Sumber Hukum Primer: Peraturan 

perundang-undangan, termasuk UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Sumber Hukum Sekunder: Pustaka di bidang ilmu hukum, hasil penelitian, dan 

jurnal ilmiah yang relevan. 

3. Sumber Hukum Tersier: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). 

4. Teknik pengumpulan data meliputi: Studi Kepustakaan (Library Research) untuk 

mengumpulkan data sekunder. 

Penelitian Lapangan (Field Research) melalui studi dokumentasi dan wawancara 

dengan pihak terkait (Dinsos Lamongan, Polres Lamongan, Unit PPA, dan masyarakat). 

Analisis data dilakukan secara deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum (norma hukum) ke kasus yang bersifat 

individual (fenomena eksploitasi anak di Lamongan). 

 

 Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan Khusus Anak Korban 

Eksploitasi 

Aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Lamongan, memiliki peran 

yang esensial dan dinamis dalam penanganan kasus eksploitasi anak. Peran ini 

mencakup penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi dan memberikan 

perlindungan khusus kepada korban. 

2. Peran APH dalam Kasus Eksploitasi: 

a. Penyelidikan dan Penindakan: APH bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus 

eksploitasi dan menindak pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 
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Tahun 2014. Upaya ini mencakup pemberian sanksi kepada para pelaku 

eksploitasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya. 

b. Perlindungan Khusus Korban: APH wajib memberikan perlindungan khusus 

untuk kepentingan fisik dan mental anak, memastikan permasalahan anak tidak 

terekspos, dan mencegah hal-hal buruk terjadi pada anak. Tujuannya adalah 

menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal. 

3. Faktor-Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak 

Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara 

ekonomi dan seksual di Lamongan masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala-

kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga faktor utama: 

 

Faktor Kendala Deskripsi 

Internal APH (SDM 

dan Sarana) 

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas dalam penanganan 

kasus anak. Kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti-

bukti terkait kasus eksploitasi anak. 

Koordinasi Antar 

Lembaga 

Kerjasama yang lemah dan kurang efektif antara kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Adanya 

perbedaan persepsi di antara lembaga-lembaga tersebut dalam 

menangani kasus anak. 

Kesadaran 

Masyarakat 

Kurangnya pelaporan kasus eksploitasi anak dari masyarakat 

karena adanya stigma sosial atau rasa takut akan ancaman dari 

pelaku. Kurangnya dukungan dari masyarakat yang dapat 

menghambat upaya penegakan hukum. 

 

Kesimpulan 

1. Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku 

ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab 

orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku 

ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, 

kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-

undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa 

pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Selain itu pelaku usaha yang 

melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi 

pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika pelaku usaha melanggar 

ketentuan terkait kemasan produk yang rusak. 

2. sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman 

kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan UU Pangan serta 

sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 63 UUPK, dan 

Pasal 141 UU Pangan. Pelaku usaha juga dapat dimintakan pertanggungjawaban 

oleh konsumen berdasarkan prinsip product liability untuk meminta ganti 

kerugian atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang merugikan 

konsumen. 
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